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KATAPENGANTAR
Oleh

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS

ebagai dosen senior di IPDN, saya memberikan

apresiasi yang tinggi kepada kedua kolega saya, Dr.

Etin Indrayani, MT dan Dra. Gatiningsih, MT, yang
telah berhasil menyusun buku berjudul Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada
Organisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Buku ini
menarik dan perlu untuk dibaca. Menarik, karena disusun
dengan bahasa sederhana disertai contoh dan gambar-
gambar sehingga memudahkan para pembacanya untuk
memahami isinya. Hal tersebut sejalan dengan kompetensi
yang sedang dikembangkan di IPDN yakni kompetensi
teoretis, kompetensi legalistik, dan kompetensi empirik. Perlu
dibaca, karena dewasa ini kita sedang berada pada era
teknologi komunikasi dan informatika (TIK), sehingga
upaya memperluas pemahaman tentang pentingnya TIK
untuk kemajuan bangsa, terutama bagi para pegawai negeri
sebagai abdi negara, abdi masyarakat serta pelayan publik
menjadi sangat mendesak. Penyebabnya adalah Indonesia
banyak tertinggal dalam hal TIK dibanding negara-negara
lain, khususnya negara anggota Asean. Padahal Indonesia
menjadi pelopor paradigma “open government” yang
mensyaratkan adanya dukungan TIK yang kuat dan
digunakan secara meluas oleh komponen sebuah bangsa.
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Kecepatan internet Indonesia tahun 2013 masuk peringlag
ke- 146 dunia, dengan kecepatan rata-rata 1,53 Mbps (ntegabytes
per second). Bandingkan dengan kecepatan internet di K«;ru..
Selatan yang mencapai 14,1 Mbps, atau Jepang yang mencapaf
11,50 Mbps.! Padahal jaringan internet sudah merupakar
infrastruktur dasar dalam kehidupan masyarakat modern, selain
listrik, jalan, dan jembatan.

Dibandingkan sepuluh negara anggota Asean, kecepatan
internet Indonesia pada 2012 berada pada urutan ke-9 dari sepuluh
negara. Adapun urutannya yaitu sebagai berikut : 1) Singapura (
4,5, Mbps); 2) Thailand (3,2 Mbps); 3) Malaysia (1,8 Mbps); 4)
Vietnam (1,6 Mbps); 5) Myanmar (1,1 Mbps); 6) Filipina (1,1 Mbps);
7) Brunei Darussalam (1 Mbps); 8) Laos (1 Mbps); 9) Indonesia
(822 Kbps); 10) Republik Demokratik Timor Leste (tidak ada data).?

Pada masa orde baru, Indonesia pernah menjadi pelopor
penggunaan satelit untuk kepentingan komunikasi dan informasi.
Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara pada masa itu berani
mengambil putusan yang luar biasa dalam rangka menyatukan
Indonesia yang wilayahnya berbentuk pulau-pulau dengan
meluncurkan satelit Palapa-A1 pada 8 Juli 1976.* Pada saat itu,
Indonesia adalah negara pertama di Asean yang memiliki satelit
sendiri, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain.
Kepeloporan Indonesia di bidang teknologi komunikasi dan
informatika tersebut ternyata tidak dapat dipelihara atau
ditingkatkan oleh pemimpin negara yang selanjutnya. Pada
kenyataannya Indonesia sekarang jauh tertinggal di bidang
teknologi dan informatika dibandingkan negara-negara Jainnya
di Asean, apalagi pada tingkat dunia. Saat ini satelit Indonesia

dinamakan Palapa-D (generasi keempat) yang diluncurkan pada
31 Agustus 2009.

Pada era desentralisasi di Indonesia sekarang ini, strategi
penguatan teknologi komunikasi dan informatika sudah
seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun
kabupaten/kota, terutama yang wilayah teritorialnya berupa
pulau-pulau atau daratan dengan tingkat keterisolasiannya tinggi,
seperti di Pulau Kalimantan dan Papua. Karena untuk
membangun jalan raya tentunya memerlukan biaya yang sangat
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besar dan waktu yang lama. Dengan penggunaan teknlogi
komunikasi dan informatika seperti yang digunakan di Kabupaten
Malinau (Provinsi Kalimantan Utara), dapat dilakukan berbagai
loncatan perubahan yang lebih cepat, terutama untuk pelayanan
publik dalam bidang perijinan, dan administrasi, serta pemberian

informasi.

Cukup banyak daerah yang sudah membangun TIK yang
handal, antara lain Kabupaten Sragen dan Kota Surabaya dengan
cybercity- nya. Mereka telah memperoleh banyak keuntungan
dengan TIK yang maju antara lain pelayanan publik menjadi lebih
cepat, murah, dan transparan. Demikian pula dalam proses
pembuatan kebijakan maupun perencanaan pembangunan,
masyarakat lebih banyak terlibat karena mereka dapat mengikuti
prosesnya melalui komputer mereka masing-masing di mana pun
mereka berada. Perubahan penting lainnya adalah transparansi
dalam penggunaan dana publik, karena sejak tahap perencanaan
sampai tahap pelaksanaannya masyarakat dapat ikut mengawasi.
Hal tersebut pada gilirannya mendorong rasa ikut memiliki
masyarakat terhadap daerahnya.

Dikaitkan dengan perkembangan teori manajemen,
penggunaan TIK diharapkan dapat mendorong organisasi
pemerintah yang pada umumnya masih menggunakan
manajemen generasi kedua untuk beralih ke manajemen generasi
kelima. Savage* menamakan manajemen generasi kelima sebagai
Management by Knowledge Networking, Virtual Enterprise and Dy-
namic Teamming. Manajemen generasi kelima berbasis pada
teknologi informatika, di mana budaya kerja dan budaya
organisasinya menjadi lebih egaliter dibanding pada masa
manajemen generasi kedua.

Pada dunia pemerintahan, penggunaan teknologi informatika
dan komunikasi bukanlah sesuatu yang menakutkan, akan tetapi
sebuah keharusan. Melalui e-govt dapat dikembangkan berbagai
hubungan yang lebih setara antara pemerintah de.ngan pemerintah
(G2G), antara pemerintah dengan dunia bisnis (G2B), antara
pemerintah dengan masyarakat (G2S), serta antara pemerintah
dengan para pegawainya (G2E). Tidak luRa pula antara
Pemerintah nasional dengan pemerintah subnasional (G2LG).
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Sebagai penutup saya mengajak para pejabat pemerintah
maupun para mahasisa yang sedang mendalami ilmu
pemerintahan untuk lebih banyak menggunakan teknologi
informatika sebagai alat (means)guna mencapai tujuan (ends) yang
dicita-citakan bersama yakni masyarakat yang maju, makmur, dan
demokratis.

Bandung, Awal September 2013

SWS

(Footnotes)

! Lihat: inet.detik.com/read/2013/08/21/112207/2336008/398/6/ posisi-indonesia-di-
percaturan-teknologi-dunia.

? Lihat: googleindo.com/urutan_kecepatan-internet-di-asean/
* Lihat: www.palapasat.com/history.php.

' Savage, Charles M1990. Fifth Generation Management: Integrating Enterprises Through
Human Networking, Fifth Edition, Digital Press.
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dan rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan

buku ini dengan judul SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
(SIM) PEMERINTAHAN (Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi

Pemerintahan/Pemerintah Daerah). Penyusunan buku ini
dimaksudkan untuk memenuhi keterbatasan literatur yang terkait

dengan pemenuhan sumber rujukan mata kuliah SIM Pemerintahan
di IPDN.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas petunjuk

Keberadaan informasi bagi organisasi atau lembaga sekarang ini sama
pentingnya dengan sumber-sumber daya produksi lainnya. Ia disetarakan
dengan sumber daya yang sangat penting dalam penciptaan produk yang
bermutu, efisien, dan dalam rangka memenangkan persaingan. Dalam
praktiknya, sistem informasi merupakan jaringan yang terdapat dalam
suatu organisasi yang membuat para pimpinan bisa mengakses informasi
secara terus menerus. Dengan informasi tersebut, para pimpinan bisa
membuat putusan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Karena pada umumnya sistem informasi ditandai dengan penggunaan
komputer, para pimpinan bisa menggunakan sistem informasi untuk
mengakses catatan-catatan lembaga secara on line dan membuat ringkasan
informasi yang diperoleh serta membuat laporan-laporan. Secara
keseluruhan, sistem informasi dibuat secara terencana, suatu mekanisme
yang sistematis yang membantu para pimpinan dengan menyediakan
informasi yang relevan secara sistematis.

Sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan lembaga,
menduduki peran yang penting. Sistem informasi manajemen berisikan
sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan
memberikan informasi bagi pengambil putusan dan atau untuk
mengendalikan organisasi. SIM adalah sistem manusia/mesin yang

ix



Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan

terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna mendukun

fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan putusan dalam sebuah
organisasi.

Tujuan utama SIM adalah membantu pimpinan dalam mengambi
putusan yang tepat. Ketepatan pembuatan putusan ini didasarkan pada
jenis asupan atau suplay informasi yang tepat pula. Setiap level, jenis
atau bidang dalam hierarkhis organisasi memiliki informasi yang berbeda-
beda. Maka dalam hal ini, manajemen sistem informasi yang efektif
adalah manajemen informasi yang mampu memilih dan memilah jenis-

jenis informasi spesifik yang dibutuhkan para pimpinan dalam membuat
putusan.

Pada organisasi pemerintahan, salah satu kebijakan penting yang
dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban
tugas administrasi negara di Indonesia adalah pengembangan organisasi
melalui komputerisasi di dalam organisasi pemerintah dan pemerintahan
daerah. Komputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
administrasi pemerintahan daerah sekaligus menampung semakin

banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan putusan
dan pelayanan publik.

Berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan oleh pemerintah
untuk membuat pedoman bagi pengembangan organisasi pemerintah
daerah, khususnya mengenai otomasi atau komputerisasi. Otomasi
adalah teknik untuk membuat perangkat, proses, atau sistem berjalan
secara otomatis, menggunakan alat mekanis atau elektronis untuk
menggantikan peran manusia dalam observasi, usaha, bahkan
pengambilan putusan. Dengan adanya payung hukum yang
komprehensif, diharapkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi
kendala dalam efektivitas pemanfaatan dan penyelenggaraan
komputerisasi dalam tata kelola pemerintahan bisa diperkecil. Tak hanya
itu, pemerintah memiliki pegangan legal dalam menentukan kebijakan
serta menentukan tata organisasi yang efektif guna peningkatan kinerja
pemerintahan melalui pemanfaatan information and communication tech-

nology (ICT) atau teknologi informasi dan kumunikasi (TIK)/
komputerisasi pemerintahan.

Mengapa buku ini penting ditulis?

Melihat kenyataan selama ini di organisasi pemerintahan bahwa
implementasi SIM belum efektif dilihat dari penyelenggaraan dan
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emanfaatannya baik untuk pengambilan putusan dan pelayanan
publik. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini, masih
rendahnya implementasi sistem informasi pada kantor pemerintah
disebabkan antara lain karena:

Belum adanya satuan kerja di suatu kantor pemerintah yang
secara struktural bertanggung jawab di dalam pembangunan
dan pengembangan sistem informasi;

Keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi diatasi
dengan suatu solusi yang “it oriented” sehingga berakibat
berkembangnya ‘pulau-pulau’ sistem informasi;

Rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai
dengan kebutuhan masing-masing entitas kantor pemerintahan
(satuan kerja), sehingga sulit untuk di-integrasikan;

Sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing
satuan kerja tanpa adanya koordinasi sistem informasi antar-
satuan kerja, termasuk membangun informasi yang bukan
menjadi tanggung jawab satuan kerja pembangun sistem;

Data dan informasi yang dibuat dan berada di luar
kewenangan/tupoksi suatu satuan kerja/lembaga tidak dapat
dijamin keakuratan dan tanggung jawab kelayakannya,
sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tertinggi; dan

Belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu pola yang
saling terintegrasi di lingkungan kantor pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta dan penyebab di atas, diharapkan buku

yang ditulis ini mampu memberikan gambaran teoretis terkait dengan
apa peran dan fungsi sistem informasi manajemen dalam kehidupan
sehari-hari, termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
baik pusat ataupun di tingkat daerah. Dengan penulisan buku ini,
diharapkan para praja sebagai sasaran dari buku ajar ini dapat memiliki
pemahaman yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, tak hanya
filosofi pemerintahan ataupun teknis semata, namun juga memiliki
pemahaman tambahan dari aspek pandangan keorganisasian, sosiologis,
human relations, serta pendekatan multidisiplin lainnya.

Apa yang dikupas dalam buku ini?

Buku ini dirancang untuk mengupas tentang konsep-konsep dan
teori yang melandasi implementasi sistem informasi manajemen
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xii

pada organisasi publik. Teori-teori manajemen organisasi mog.
ern secara intensif yang mulai diperkenalkan pada awal 19g.
an. Salah satu teori yang paling banyak dipelajari dap
diterapkan adalah mengenai manajemen perubahan (change
management). Hampir di semua kerangka teori manajemen
perubahan ditekankan pentingnya teknologi informasi sebagaj
salah satu komponen utama yang harus diperhatikan oleh
organisasi yang ingin menang dalam persaingan dengan

memberikan pelayanan yang lebih baik termasuk pada orgasisasi
publik.

Perancangan dan pengembangan back office dan front office. Tidak
dapat disangkal lagi bahwa kepuasan pelanggan pada
organisasi pemerintah (internal organisasi, masyarakat, dan
dunia usaha) terletak pada kualitas pelayanan yang
diindikasikan dengan pelayanan yang cheaper (lebih murah),
better (lebih baik), dan faster (lebih cepat). Di sinilah peranan
sistem informasi sebagai komponen utama dalam memberikan
keunggulan kompetitif bagi organisasi. Oleh karena itu, kunci
dari kinerja organisasi adalah pada proses yang terjadi baik di
dalam organisasi (back office), maupun yang langsung
bersinggungan dengan masyarakat (front office). Dengan
memfokuskan diri pada penciptaan proses yang efisien, efektif,
dan terkontrol dengan baik, maka sebuah organisasi akan
memiliki kinerja yang handal. Dan, buku ini mencoba untuk
mengungkapkan pemanfaatan TIK sebagai sebuah paradigma
atau pandangan baru dimana integrasi SIM berbasis TIK
diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pemanfaatan
TIK di dalam penerapan SIM atau lebih tepatnya mengupas
tentang implementasi sistem informasi manajemen
pemerintahan berbasis TIK (online system) dalam mendukung
pengambilan putusan dan pelayan publik yang prima untuk
meningkatkan daya saing yang pada gilirannya akan memicu
dalam memenangkan persaingan global. Lalu bagaimana
penerapan SIM pada organisasi pemerintahan daerah saat ini
di Indonesia? Pada buku ini akan diulas penerapannya pada
organisasi pemerintahan yang dapat dijadikan best practict
(contoh kasus). Meningkatkan pelayanan sehingga berkualitas

~dan bersih dari KKN melalui implementasi SIM berbasis TIK:
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Contoh kasus sebagai ilustrasi untuk menggambarkan upaya
emerintah daerah di dalam menerapkan SIM berbasis TIK
dalam kerangka good governance.

Pengertian dan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi juga diketengahkan pada buku imi, agar tidak salah
kaprah untuk memahami konten buku secara keseluruhan.
Sejatinya. TIK yaitu semua bentuk teknologi yang terlibat dalam
pengumpulan, memanipulasi, komunikasi, presentasi, dan
menggunakan data (data yang ditransformasi menjadi
informasi) [E.W. Martin et al. 1994. Managing Information Tech-
nology: What Managers Need to Know. New York: Prentice Hall].
Dalam konteks yang lebih luas, TIK merangkum semua aspek
yang berhubungan dengan mesin (komputer dan
telekomunikasi) dan teknik yang digunakan untuk menangkap
(mengumpulkan), menyimpan, memanipulasi, mengantarkan
dan mempresentasikan suatu bentuk informasi. Komputer yang
mengendalikan semua bentuk idea dan informasi memainkan
peranan yang amat penting dalam mengumpulkan, memproses,
menyimpan, dan menyebarluaskan informasi digital melalui
saluran mikroelektronik. TIK mengabungkan bidang teknologi
seperti komputerisasi, telekomunikasi, elektronik, dan bidang
informasi seperti data, fakta, dan proses.

Pengembangan information and communication technology (ICT)
atau yang disebut dengan TIK memang merupakan prioritas
sehingga tidaklah mengherankan bila penerapan TIK dalam
tugas-tugas administrasi di perkantoran cukup signifikan.

Peningkatan akuntabilitas adalah komponen kunci dari
reformasi birokrasi dan organisasi pemerintahan. Pada buku
ini juga dipaparkan hubungan antara akuntabilitas dan teknologi
informasi serta sistem informasi. TIK telah memiliki dampak
yang sangat beragam, mendukung akuntabilitas dalam beberapa
kasus, akan tetapi juga dapat menjadi bias dan menimbulkan
gangguan dalam hal lainnya. Sistem informasi baik yang telah
komputerisasi atau manual merupakan bagian penting dari
akuntabilitas pemerintahan. Namun, sistem informasi baru
memiliki dampak yang fleksibel, dengan hasil akuntabilitas yang
diharapkan terutama dipengaruhi oleh putusan manajemen dan
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faktor organisasi serta lingkungan yang lebih luas. Dengap
demikian, dalam konteks yang lebih luas harus kondusif untuk
akuntabilitas sebelum akuntabilitas sistem informasi sebclumnyu
akan bekerja.

Berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan oleh pemerintah

untuk membuat pedoman bagi pengembangan organisasi pemerintah
daerah, khususnya mengenai otomasi atau komputerisasi. Peraturan
atau ketentuan yang melandasi kebijakan pemerintah dan memiliki
jenjang yang beranekaragaman itu antara lain:
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Dari peraturan dan ketentuan yang ada, secara umum tampak

beberapa alasan pokok yang mendorong diterapkannya komputerisasi
administrasi pemerintahan daerah, yaitu:

Bahwa untuk menjamin kelancaran proses administrasi
diperlukan keseragaman metode pengolahan data yang
memungkinkan pengendalian optimal atas aktivitas-aktivitas
administrasi pemerintah daerah;

Pengolahan data yang jumlahnya besar secara manual tidak
efisien lagi sehingga perlu di manfaatkan peralatan komputer
yang akurasinya dapat diandalkan;

Frekuensi perubahan data ketatausahaan semakin banyak.
Untuk menyusun berkas induk yang bersih. Lengkap, dan up-
to-date, peralatan elektro-mekanis seperti komputer akan sangat
membantu.

Tersebarnya lokasi kerja seringkali menyulitkan komunikasi dan
koordinasi di antara satuan-satuan kerja administrasi. Komputer
yang dapat di operasikan secara on-line dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada satuan-satuan
yang melakukan hubungan kerja intensif akan dapat mengatasi
persoalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dalam SIM pemerintah
daerah berbasis komputer bukan hanya keandalan perangkat keras atau
lunaknya, tetapi juga berkaitan dengan sistem manajemen secara
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keseluruhan seperti faktor kecermatan pengisian (input) data d
mat yang sesuai dengan sistem komputer sangat be
menentukan kelancaran arus data. Koreksi data terny

alam for.
rperan dalap,
ata masih

merupakan pekerjaan yang menyita waktu tersendiri apabila format data
vang dimasukkan belum sesuai dengan standar. Itulah sebabnya koreks;
data seringkali merupakan faktor penghambat bagi sebagian organisag
pemda dalam menerapkan sistem komputer secara penuh. Di samping
itu, beberapa faktor manajerial yang perlu di perhatikan adalah;

i B3

xvi

Komunikasi Data

Faktor ini sangat menentukan efisiensi, sebab ia merupakan
unsur penting yang berpengaruh bagi kelancaran proses data,
penentuan kebutuhan informasi, berikut verifikasinya yang
bermanfaat bagi putusan-putusan administratif. Maka sistem
database yang memungkinkan komunikasi data secara efisiensi
merupakan pertimbangan penting bagi seorang manajer sistem
informasi.

Standar Operasi

Standar operasi yang baik akan dapat mengurangi pemborosan
akibat ekses overflow reporting atau penyerapan informasi yang
tidak relevan dengan pengambilan putusan. Banyak kasus yang
memperlihatkan bahwa kurang efisiensinya pemakaian
informasi dalam organisasi publik terjadi karena standar operasi
yvang kurang jelas ataupun kurang di taatinya ketentuan
tersebut oleh para pegawai.

Evolvability

Kesinambungan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak sering kali tidak terjamin karena kurangnya keterlibatan
para pengambil keputusan di dalam organisasi. Ini juga dapat
terjadi karena rendahnya tingkat kemandirian personalia dalam
mengembangkan perangkat informasi.

Fungsionalisasi Jabatan

Pengaruhnya sangat besar terhadap kelancaran tugas-tugas
administrasi. Sebagian satuan organisasi yang fungsi-fungsi
jabatan di dalamnya terjabar dengan jelas menunjukkan bahwa
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misi yang di emban oleh satuan kerja dapat tercapai dengan
lebih terkoordinasi dan terjadwal.

5. Struktur dan Rentang Kendali

Pada dua organisasi yang dijadikan sebagai referensi kajian,
rentang kendali (span of control) menunjukkan perluasaan,
terutama pada tingkat dan sub bagian. Dengan kata lain
bawahan langsung yang diawasi oleh scorang Kabag dan
Kasubag semakin banyak, maka sistem manajemen informasi
pada masa depan hendaknya disesuaikan dengan struktur yang
mendatar (flat) sehingga kinerja sistem informasi akan lebih
optimal.

6. Spesialisasi

Spesialisasi yang dilakukan berdasarkan fungsi (tidak
berdasarkan wilayah, jenis layanan, dan macam penggunaan
jasa) terbukti lebih menguntungkan. metode manajemen yang
terbuka yang dilakukan dengan spesialisasi fungsi akan lebih
menunjang efisiensi.

7. Interaksi Antarsatuan

Beberapa biro dan bagian di lingkungan Pemda yang tetap
memelihara interaksi antar satuan menunjukkan efisiensi yang
tinggi, dan pengaruh proses interaksi ini tertuju pada kejelasan
tanggung jawab dan wewenang masing-masing satuan.

8. Kemampuan Intervensi

Inilah salah satu titik kelemahan dalam organisasi pemerintah
daerah kurangnya kemampuan intervensi aparat dalam
mengupayakan sistem manajemen yang lebih baik sebagian juga
berpengaruh terhadap evolvability kemampuan atau otoritas
untuk melakukan intervensi yang rendah mengakibatkan para
pemimpin sulit mengadakan modifikasi terhadap desain
organisasi yang telah berjalan.

Alasan yang selalu terungkap adalah tidak adanya juklak (petunjuk
pelaksaan) dan juknis (petunjuk teknis). Kendala psikologis seperti ini
hendaknya dapat di atasi supaya sistem manajemen organisasi
pemerintahan dapat bergerak lebih cepat.
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